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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.9/MENHUT-I1/2010
TENTANG
IZIN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KORIDOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : & hahwa berdasarkan Pasal 74 dan Pasal 75 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
diatur mengenai pembuatan dan penggunaan koridor untuk
kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(ITUPHHK) pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman;

b. bahwa sehubungan dengan butir adi atas, perlu menetapkan
Peraturan Menteri tentang 1zin Pembuatan dan Penggunaan
Koridor;

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
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Republik Indonesa Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah bebergpa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah  Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana

Reboisas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4776);

- Peraturan Pemerintah  Nomor 44 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4452);
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Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4453);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisass dan Tugas Esdon | Kementerian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50
Tahun 2008;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Dan Organisass Kementerian Negara
Republik Indonesia;

13. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6652/Kpts-11/2002
tentang Penugasan, Penilaian dan Pengesahan Rencana
Karya Tahunan IUPHHK pada Hutan Alam atau Hutan
Tanaman;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/kpts-11/2003 jo.
Keputusan Menteri kehutanan Nomor 445/Kpts-11/2003
tentang Petunjuk teknis tata cara pengenaan Pemungutan,
Pembayaran, dan Penyetoran Provis Sumber Daya Hutan
(PSDH);
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Menetapkan :

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-11/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Nomor P.64/Menhut-11/2008 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-11/2006
tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari
Hutan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.45/Menhut-11/2009;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-11/2009
tentang Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasll
Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-11/2007
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan
Dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan
Penyetoran Dana Reboisas (DR);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-11/2008
tentang Tata Cara Pengenaan Sanks Administras Terhadap
Pemegang 1zin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-11/2008
tentang Rencana Kerja Usasha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74);
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesa Nomor
P.58/Menhut-11/2009 Tentang Penggantian Nila Tegakan
Dari I1zin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan
Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG IZIN
PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KORIDOR

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
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Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungs pokok sebagal
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrus air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang
mempunyai fungs pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
satwa serta ekosi stemnya.

Hutan Produks adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani
hak atas tanah.

|zin Usaha Pemanfaatan Hasll Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam
yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pada hutan alam
adalah izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya
terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan,
pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

|zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman
yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
(HPHTI) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hutan produks yang
kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan,
penanaman, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan
pemasaran hasil hutan kayu.

Koridor adalah infrastruktur jalan angkutan di darat berupa jalan truk atau
lori, yang dibuat dan atau dipergunakan terutama untuk mengangkut hasil
hutan kayu, atau bukan kayu, atau hasil produksi industri kayu dari areal
IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman, IPK, atau areal
industri ke tempat penimbunan kayu/logpond di tepi sungai/laut atau
tempat lain dengan melalui areal di luar areal IUPHHK pada hutan alam,
IUPHHK pada hutan tanaman atau IPK yang bersangkutan.

Izin Pembuatan koridor adalah izin yang diberikan oleh pegabat yang
berwenang kepada pemegang IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada
hutan tanaman atau |PK untuk membuat jalan angkutan kayu di luar areal
IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman atau IPK yang
bersangkutan.
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